



2.1 Sistem Informasi Pengelolaan Keuangan Daerah (SIPKD) 
Sistem Informasi Pengelolaan Keuangan Daerah (SIPKD) adalah aplikasi 
terpadu yang dipergunakan sebagai alat bantu pemerintah daerah yang digunakan 
meningkatkan efektivitas implementasi dari berbagai regulasi bidang pengelolaan 
keuangan daerah yang berdasarkan pada asas efesiensi, ekonomis, efektif, 
transparan, akuntabel dan auditabel (Petunjuk Pelaksanaan SIPKD, 2010, 
Kementerian Dalam Negeri : Jakarta) Aplikasi ini juga merupakan salah satu 
manifestasi aksi nyata fasilitas dari Kementerian Dalam Negeri kepada 
pemerintah daerah dalam bidang pengelolaan keuangan daerah, dalam rangka 
penguatan persamaan persepsi sistem dan prosedur pengelolaan keuangan daerah 
dalam penginterpretasian dan pengimplementasian berbagai peraturan perundang-
undangan.  
Penyelenggaran SIPKD dilaksanakan baik di pusat maupun di daerah.  
SIKD regional diselenggarakan oleh masing-masing pemerintahan daerah selama 
ini dikenal oleh masyarakat dengan nama Sistem Informasi Pengelolaan 
Keuangan Daerah (SIPKD). Penyelenggaraan SIPKD difasilitasi oleh Departemen 
Dalam Negeri. SIPKD yang diselenggarakan oleh Pemerintah disebut dengan 





1. Merumuskan kebijakan dan pengendalian fiskal nasional 
2. Menyajikan informasi keuangan daerah secara nasional 
3. Merumuskan kebijakan keuangan daerah, seperti Dana Perimbangan, 
Pinjaman Daerah, dan Pengendalian defisit anggaran; dan  
4. Melakukan pemantauan, pengendalian dan evaluasi pendanaan 
Desentralisasi, Dekonsentrasi, Tugas Pembantuan, Pinjaman Daerah, dan 
defisit anggaran daerah.   
2.2 Sistem Pelaporan Keuangan  
Laporan yang dihasilkan oleh Badan Pendapatan Pengelolaan Keuangan 
dan Aset Daerah (BPPKAD) Kabupaten Gresik terdiri dari dua laporan yaitu:  
a. Laporan Pelaksanaan Anggaran yang terdiri 
1. Laporan Realisasi Anggaran 
2. Laporan perubahan Sisa Anggaran Lebih (SAL) 
b. Laporan Keuangan yang terdiri 
1. Neraca 
2. Laporan Operasional (LO) 
3. Laporan Perubahan Ekuitas 
4. Laporan Arus Kas 
5. Catatan atas Laporan Keuangan 
Bentuk format pelaporan serta isi laporan yang dihasilkan SKPD oleh Badan 
Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah sesuai dengan Standar 




1. Di dalam LRA menyediakan informasi mengenai realisasi pendapatan, 
belanja, transfer, surplus/defisit dan pembiayan dari suatu entitas 
pelaporan yang masing-masing diperbandingkan dengan anggarannya. 
Informasi tersebut berguna bagi para pengguna laporan keuangan dalam 
mengevaluasi keputusan mengenai sumber-sumber daya ekonomi, 
akuntabilitas dan ketaatan entitas pelaporan terhadap anggarannya. Hal ini 
sesuai dengan PSAP 02 Paragraf 6 
2. Laporan keuangan tersebut diterbitkan setiap tahun anggaran. Hal ini 
sesuai dengan PSAP 02 Paragraf 11. 
3. Laporan keuangan yang dihasilkan diproses melalui SIPKD, baik 
pencatatan atas transaksi-transaksi keuangan (input penjurnalan), sampai 
pada penyajian dalam bentuk laporan keuangan  sebagai output. Kecuali 
untuk perhitungan pajak terutang, masih dihitung secara manual. Dan juga, 
SIPKD ini dijamin keandalannya. 
4. Pengungkapan atas rekening-rekening yang tercantum dalam laporan 
keuangan yaitu laporan realisasi anggaran, neraca, dan arus kas tercantum 
dalam Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK). Hal-hal yang diungkapkan 
dalam CaLK yaitu: 
1. Informasi tentang entitas pelaporan dan entitas akuntansi. 
2. Informasi tentang kebijakan fiskal/keuangan dan ekonomi makro 
3. Ikhtisar pencapaian target selama tahun pelaporan 
4. Kebijakan akuntansi  




6. Penjelasan atas informasi non keuangan 
Laporan Realisasi Anggaran 
Menurut PP No. 24 Tahun 2005 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan, 
Laporan Realisasi Anggaran menyediakan informasi mengenai realisasi 
pendapatan, belanja, transfer, surplus/defisit dan pembiayaan dari suatu entitas 
pelaporan yang masing-masing diperbandingkan dengan anggarannya yang 
berguna bagi para pengguna laporan dalam mengevaluasi keputusan mengenai 
alokasi sumber-sumber daya ekonomi, akuntabilitas, dan ketaatan entitas 










Bedasarkan Gambar 2.1 contoh Laporan Realisasi Anggaran (LRA) pada  Badan 
Pendapatan Pengeloaan Keuangan dan Aset Daerah disajikan dengan klasifikasi 
pendapatan, menurut jenis pendapatan dan klasifikasi belanja menurut jenis 
belanja selama satu periode akuntansi. Basis akuntansi yang digunakan dalam 
laporan keuangan adalah basis kas untuk pengakuan pendapatan, belanja dan 
pembiayaan dalam Laporan Realisasi Anggaran, dan basis akrual untuk 
pengakuan aset, kewajiban, dan ekuitas dalam Neraca. 
Neraca 
Neraca menggambarkan posisi keuangan suatu entitas pelaporan mengenai 
aset, kewajiban dan ekuitas pada tanggal tertentu, Berdasarkan Standar Akuntansi 
Pemerintahan yaitu PSAP No. 1 Paragraf 38 tahun 2005. Dalam posisi keuangan 
Badan Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Barang Milik Daerah klasifikasi 
aset meliputi aset lancar dan aset non lancar. Aset lancar meliputi kas dan setara 
kas, investasi jangka pendek, piutang, dan persediaan. Pos investasi jangka 
pendek  antara lain deposito berjangka 3 (tiga) sampai 12 (dua belas) bulan. Aset 
non lancar meliputi investasi jangka panjang, aset tetap, dana cadangan, dan aset 
lainnya. 
Klasifikasi kewajiban meliputi kewajiban jangka pendek dan kewajiban 
jangka panjang. Kewajiban jangka pendek diharapkan dibayar (jatuh tempo 
pembayaran) dalam waktu 12 (duabelas) bulan setelah tanggal pelaporan. Semua 
kewajiban lainnya diklasifikasikan sebagai kewajiban jangka panjang. Klasifikasi 
ekuitas dana meliputi ekuitas dana lancar (termasuk SiLPA), ekuitas dana 




Berikut adalah contoh dari neraca 
Sumber: http://pemalangkab.go.id 
Gambar 2.2 
CONTOH LAPORAN NERACA DI DPPKAD KOTA PEMALANG 
Neraca berdasarkan Gambar 2.2 menggambarkan posisi keuangan pada 
DPPKAD Kab. Pemalang entitas pelaporan mengenai aset, kewajiban dan ekuitas 
pada tanggal tertentu. Dalam posisi keuangan Badan Pendapatan, Pengelolaan 
Keuangan dan Barang Milik Daerah klasifikasi aset meliputi aset lancar dan aset 
non lancar. Aset lancar meliputi kas dan setara kas, investasi jangka pendek, 




berjangka 3 (tiga) sampai 12 (dua belas) bulan. Aset non lancar meliputi investasi 
jangka panjang, aset tetap, dana cadangan, dan aset lainnya. 
Laporan Arus Kas 
Standar Akuntansi Pemerintahan yaitu PSAP Lampiran I Paragraf 85 dan 
86 laporan arus kas menyajikan informasi mengenai sumber, penggunaan, kas dan 
setara kas selama satu periode akuntansi, dan saldo kas dan setara kas pada 
tanggal pelaporan. Berikut adalah contoh laporan arus kas : 
Sumber: http://pemalangkab.go.id 
Gambar 2.3 
CONTOH LAPORAN ARUS KAN DI BPPKAD KOTA PEMALANG 
Berdasarkan contoh Gambar 2.3 arus kas masuk dan arus kas keluar 




pembiayaan dan non-anggaran. Pada Badan Pendapatan, Pengelolaan Keuangan 
dan Aset Daerah Laporan Arus Kas menyajikan informasi mengenai sumber, 
penggunaan, perubahan kas dan setara kas selama satu periode akuntansi, dan 
saldo kas dan setara kas pada tanggal pelaporan, yang diklasifikasikan ke dalam 
aktivitas operasi, aktivitas investasi aset non keuangan, aktivitas pembiayaan, dan 
aktivitas non anggaran.  
Aktivitas operasi menggambarkan aktivitas penerimaan dan pengeluaran 
kas untuk kegiatan operasional pemerintah selama satu periode akuntansi. 
Aktivitas investasi menggambarkan penerimaan dan pengeluaran kas untuk 
perolehan dan pelepasan aset tetap serta investasi lainnya yang tidak termasuk 
dalam setara kas. Aktivitas pembiayaan menggambarkan aktivitas penerimaan dan 
pengeluaran kas yang berhubungan dengan pemberian piutang jangka panjang 
dan/atau pelunasan utang jangka panjang yang mengakibatkan perubahan dalam 
jumlah dan komposisi piutang jangka panjang dan utang jangka panjang. 
Penyajian laporan arus kas menggunakan metode langsung, yaitu mengungkapkan 
pengelompokan utama penerimaan dan pengeluaran kas bruto. 
Catatan atas Laporan keuangan 
Catatan atas Laporan Keuangan pada Badan Pendapatan, Pengelolaan 
Keuangan, dan Aset Daerah mengungkapkan hal-hal sebagai berikut:  
1. Menyajikan informasi mengenai kebijakan fiskal/keuangan, ekonomi 
makro, pencapian target. 




3. Dasar penyusunan Laporan Keuangan dan Kebijakan Akuntansi  
4. Mengungkapkan informasi yang belum disajikan 
5. Penjelasan laporan pos-pos keuangan 
6. Menyediakan informasi tambahan yang diperlukan 




CONTOH CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN PADA 
BPPKAD KABUPATEN GRESIK 
Berdasarkan contoh Gambar 2.4 Catatan atas laporan keuangan yang ada di 
BPPKAD Kabupaten gresik ini berupa penyajian informasi mengenai kebijakan 
fiskal/ keuangan, ekonomi makro, pencapaian target, iktisar pencapaian kinerja 




2.3 Definisi Efektivitas  
Efektivitas dapat dilihat dari berbagai sudut pandang dan dapat dinilai 
dengan berbagai cara. Menurut Kurniawan (2005:109), mendefinisikan bahwa 
efektivitas adalah adalah kemampuan melaksanakan tugas, fungsi (operasi 
kegiatan program atau misi) daripada suatu organisasi atau sejenisnya yang tidak 
adanya tekanan atau ketegangan diantara pelaksanaannya. Mahmudi (2005:92), 
mendefinisikan bahwa efektivitas merupakan hubungan antara output dengan 
tujuan, semakin besar kontribusi (sumbangan) output terhadap pencapaian tujuan, 
maka semakin efektif organisasi, program atau kegiatan. Efektivitas berfokus 
pada outcome (hasil) statu organisasi, program, atau kegiatan yang dinilai efektif 
apabila output yang dihasilkan dapat memenuhi tujuan yang diharapkan atau 
dikatakan spending wisely”. Setiap organisasi atau lembaga di dalam kegiatannya 
menginginkan adanya pencapaian tujuan. Tujuan dari suatu lembaga akan berjalan 
dengan efektif apabila didukung oleh faktor-faktor pendukung dari efektivitas. 
Dari pengertian-pengertian berbagai ahli yang dijabarkan dapat disimpulkan 
bahwa efektivitas merupakan ukuran yang menunjukkan seberapa jauh program 
atau kegiatan untuk mencapai hasil dan manfaat yang diharapkan oleh organisasi. 
 
